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A. [bookmark: _Toc508376979]Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Tugas dan wewenang Pengawas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 Negara Republik Indonesia dalam hal menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan, pemeriksaan kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan dan pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan. Langkah awal yang dilakukan dalam bidang pengawasan yaitu pendeteksian, pengenalan dan penilaian sasaran, kemudian penghentian kapal perikanan dan yang terakhir adalah pemeriksaan kapal perikanan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan dalam kegiatan pengawasan tersebut dapat berupa bukti atau petunjuk. Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Perikanan berkerjasama dengan instansi lain seperti Polair, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara serta Badan Keamanan Laut.
2. Hambatan dalam kegiatan pengawasan di WPP-RI 711 meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dimaksud yaitu pemberian putusan kepada kapal asing yang melakukan pelanggaran tergolong ringan; para Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 yang luas belum diimbangi dengan banyaknya armada untuk berlayar, jumlah petugas Pengawas Perikanan masih tergolong minim, jadwal kegiatan berlayar (jumlah hari operasi) Pengawas Perikanan hanya ditentukan 144 hari pertahunnya serta diduga adanya beberapa oknum yang bekerja sama guna memperlancar tindakan pelanggaran perikanan. Adapun hambatan eksternal dalam pengawasan perikanan di WPP-RI 711 yaitu kondisi wilayah dan cuaca serta adanya kesulitan dalam peran negara lain untuk memerangi tindak pidana perikanan.
B. [bookmark: _Toc508376980]Saran
Saran yang dapat disampaikan dari penelitian yang dilakukan yaitu penambahan sumber daya manusia yang kompeten dibidang pengawasan perikanan pada seluruh WPP-RI di Indonesia, khususnya WPP-RI 711 mengingat WPP-RI 711 memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan merupakan pintu masuk bagi kapal perikanan asing agar penanganan tindak pidana perikanan dapat berjalan dengan optimal. Kemudian Pengawas Perikanan WPP-RI 711 perlu untuk meningkatkan kerjasama yang baik kepada pihak lain yang bertugas pada bidang Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan negara Indonesia yang memiliki kedaulatan penuh atas potensi yang dimilikinya sehingga diharapkan kedepannya negara Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia.
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